WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pasuruan tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan ...



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/
2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor O01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN. ‘

BABI ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan
Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan untuk perkotaan kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-
P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda
Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

10. Kartu ...



10.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK
adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan, dan hubungan dalam
keluarga serta identitas anggota keluarga.

BAB II
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah atas:

a.

b
c.
d

(1)

(2)

SPPT PBB-P2;

SKPD PBB-P2;
SKPDLB PBB-P2; dan
SKPND.

Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam
hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas obyek
pajak bumi tidak sebagaimana mestinya;

b. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas obyek
pajak bangunan tidak sebagaimana mestinya;
dan/atau

c. nilai jual obyek PBB-P2 tidak sebagaimana
mestinya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2;
atau

b. perorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 4

Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara
perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan secara
tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 asli, tahun
yang berkenaan;

b. surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada
pihak lain;

c. fotokopi ...



(2)

(3)

(1)
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c. fotokopi KTP-el, KK, atau kartu identitas
lainnya dari Wajib Pajak;

d. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun
terakhir;

e. salah satu fotokopi dokumen tanah dan/atau
bangunan, antara lain:

1. sertifikat;

2. akta jual beli;

3. izin mendirikan bangunan;

4. izin penggunaan bangunan;

5. dokumen lainnya yang sejenis; dan

f. surat keterangan Lurah setempat.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkannya SPPT PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan
sebelum tanggal 31 Agustus tahun berkenaan
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Surat Keberatan yang diajukan harus ditanda-
tangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang
ditunjuk.

Pasal 5

Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2 dapat
dilakukan secara perorangan atau kolektif.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan
melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
a. SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 asli, tahun
yang berkenaan;
b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak
lain;
c. fotokopi KTP, KK, atau kartu identitas lainnya
dari Wajib Pajak;
d. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun
terakhir;
e. salah satu fotokopi dokumen tanah dan/atau
bangunan, antara lain:
1. sertifikat;
2. akta jual beli;
3. izin mendirikan bangunan;
4. izin penggunaan bangunan;

5. dokumen ...



(3)

5. dokumen lainnya yang sejenis; dan
f. surat keterangan Lurah setempat.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkannya SPPT PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan
sebelum tanggal 31 Agustus tahun berkenaan
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Pasal 6

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan
dasar untuk memroses surat keberatan, yaitu:

a.

(1)

(2)

tanggal tanda terima surat keberatan, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kuasanya kepada Badan Pendapatan Daerah,;
atau

tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam
hal disampaikan melalui pos dengan bukti
pengiriman surat.

Pasal 7

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
atau Pasal 5, dianggap bukan pengajuan
keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan

penagihannya.

Pasal ...



Pasal 9

Keputusan atas pengaj
juan keberatan SPPT PBB-P2
SKPD PBB-P2, dan SKPDLB PBB-P2 diberikan ojch:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah, dalam hal
Jumlah PBB-P2 yang terutang kurang dari atau

sama dengan Rp50.000.000,00 (lim. j
i) e (lima puluh juta

b. Walikota, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 10

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan
apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan
penelitian di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan,
terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis
waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada
Wajib Pajak.

Pasal 11

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a yang disertai berita acara hasil
penelitian keberatan diberikan paling lama 12 gdua
belas) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan
keberatan.

Pasal 12

Kepala Badan Pendapatan Daerah menerqskan. berk.as
pengajuan keberatan kepada Walikota disertai bt_erlta
acara hasil penelitian keberatan atas pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
b, dalam jangka waktu paling lama 3(? (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.

Pasal 13 ...




Pasal 13

(1) Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya surat keberatan, harus
memberikan keputusan atas pengajuan keberatan
kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b.

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan
belum diterbitkan maka pengajuan keberatan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT PPB-P2 dan SKPD
PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan
SKPDKB PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan SKPDN
PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan tanpa
mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) Terhadap SKPDKB PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan
SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 14
Bentuk formulir yang digunakan dalam pengajuan dan
penyelesaian keberatan PBB-P2 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...



= 10=

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 _lul 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO 7ENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 luli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAHR

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 24



-11 -

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKO

TA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENY ELESAIAN

KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BANGUNAN

A
FORM PERMOHONAN KOMPENSASI PBB-P2 PERORANGAN

Nama
Lampiran
Perihal Keberatan a

tas SPPT/SKP *
PBB tahun /SKP™)

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

Yang bertanda tangan d1 bawah ml
Nama .

NO. KTP . ......-..................ﬁ..................

Alumat P PWP
Alamat PR s N0 e TP s RToe RWoo
Kota. Kecamatan
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Paieke BB atas

.

(cverererereremenseanaens eeeererese s seeaeassaenes
Tanggal teima SPPT Sk 5 )

...........................
...................................
...........................
.................................
......

dengan ini mengajukan i i
el agg i r;g j keberatan atas pajak terhutang pada SPPT/SKP *) PBB tersebut diatas dengan alasan

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

oAllayek pajak yang terletak di:
amat todIN e e ‘eereereeenne

Kelurahan D reeenerreriee e e e se s e e bana e I\Il(oecama’rt‘:llrll) KT o W
Kota D eeeeseseriesieesseesnsieeesroseresteeresternebrbosebataethseett et eratetsarasanaesnanteretntnrarea

No. SPPT/SKP *) D eeeeeeicecssressesneerssnessressassnseneneeeses  TAMUN pajak

1. PBB terutang PR ' SOV U ORI URR (SNTUURUOTOTROUV U URPIIPRPPROPRR PRSI |
seeseseesssseenesss LUAs obyek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan
yang sebenarnya. Luas sebenarnya adalah: bumi ................. m?2 bangunan ........... m?2,

NJOP bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya.

NJOP sebenarnya adalah: bumi .....cccceeue... /m?2, bangunan Rp. .cccccvcveinnnniciinnnnnn. /m?2.

Kesalahan penetapan/pengenaan: belum memperoleh NJ OPTKP/salah NJKP *)

Obyek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB JCATEIIAS c1eerenreerrenennnsaseesneasessessnnssstorssasassesessassssssanasssnnsssass

................................................................................................................................................................

..................................

0

o pw

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun .......... adalah sebagai berikut
1. Bumi D eeeeesrnenens m2XRP. +eeeeeeiererenens./ M2 =
2. Bangunan T eeerreeeeennes m2XRP. «.roevireraneeses. /M2
3. NJOP t (142) e
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3+4) ..cceerrnsisemeisamennnsren
6. PBB terhutang ({tarif PBB) X Rp. «.cieicsiie vonenmnnmensnnicsnneneeenee ) )
Be(rsamaxm dﬂampukan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
Fotokopi SPPT/SKP *) tahun pajak yang bersangkutan. ) )
SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengat:}felas, benaEr dan lengkap serta ditandatangani.

oni bukti pembayaran PBB (SSP/STTS *) tahun terakhir. .
ggtglliogi surat }:anah ﬂan atau b;ngu{lan /Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan atas tanah

dan/atau bangunan. .
7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertipikat).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....................................

Conononou
A
..ﬁno

Sk

AEEEEER

WAJIB PAJAK / KUASA WAJIB PAJAK ¥)

*) Coret yang tidak perlu
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B. FORM PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - KOLEKTIF

Nomor

Lampiran :

Perihal : Keberatan atas SPPT PBB
1721310 § s RS

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

..........................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Lurah it tietieitetetitesateteestenecieeetatnetttenatnsebaenraetteetetteteneateenatntarreasieasernstreentrnerantn
KECAMALAIN I oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieietenttetsesetsessessessessssssssssiasestonsestossssasessecnsenssnnsensons
Kota e eeeeetataseneeaesiasessensetecesesistesetettsteseentetaetotneatacataneantettnttetterantareotnranse

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut, dengan ini
mengajukan keberatan atas pajak terutang pada SPPT PBB tahun.............. dengan alasan dan
perhitungan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana tersebut pada kolom 10
dan 15 daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula:
Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Lurah dan
diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/bangunan agar diberi keterangan
mengenai sebab-sebab perubahan luas)

Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut
bangunan

Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan

Fotokopi STTS tahun terakhir

Fotokopi surat tanah dan/atau bangunan/sket ukuran masing-masing sisi tanah
dan/atau bangunan dalam hal salah luas

Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Kelurahan yang belum didata dengan pola
SISMIOP perlu dilampirkan pula: data pembanding NJOP/kelas bumi di sekitarnya
(Fotokopi SPPT PBB atas obyek pajak disekitarnya)

N

o ko

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui . 3 eeeeneessescareenseereseraensinnanns
CAMAT LURAH

*) Coret yang tidak perlu
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C. FORM KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PBB - PERORANGAN

Nomor
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas Penunjukan
Sebagai Wajib Pajak PBB tahun ..................

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

.........................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L etteteeeceriesessiernceteseeratenteseraestntrenseroastetnsrattetestteeasertntentestetaseesattbsrstatustntattnersrreren
No. KTP L eeeereeecerrenceenreseennsaenassransesersseannsssnnnssne NPWP .ooeeieeeeeeeeeeeerttesetenenencseanesnassanssns
Alamat RN | § « SO PR PR No. ........ Telp. coeeveeeeennns RT. ..... RW. .....
Kelurahan L rreesreecernsteresresereserasennseresrariearasaassses Kecamatan ......ccceeveeieiieiiiiiiniieninicinsiinencnnes
Kota L eeetretrecresteeenseeetentisensesettaennsnatan ittt teeteetaetastntenntatanetns ettt iesassiatussiosattusttostrsrortrianes
Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas obyek pajak yang terletak di:

Alamat TJdIN. e No. ........ Telp. cooveevieennnnne RT. ...... RW. .....
Kelurahan L teeeeeereremscensceneeracerenerneteenernesennserneras Kecamatan .......ccceeeueeveiicnneneienrcnecersnesneeseans
Kota D reeetrereectereeseecenetanctaenerasteratnrnustat e e treneseatanstnasantrernseasansrnteasenenntarrnnastnistotnsiistons
NO. SPPT/NOP I ittt eeetttneseetauseesrrasesseesnssseessmssssseensessssesessssessssssesnsssssssnsssseerassesssnnsisenes

dengan ini mengajukan keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak dengan alasan sebagai
berikut:
Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Permohonan hanya memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik
orang lain, bukan karena sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena
perjanjian.

2. Obyek pajak masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan.

3. Pemohon hanya diberi kuasa untuk merawat/menjaga obyek pajak tersebut.

Sedang wajib pajak yang sebenarnya adalah:
NAMA = i rrererrrree e st et rnere s se e et saanraananasaans
AlamAat et reer et r e e eerrr e s ennesaa e e

Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).

Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.

Asli SPPT PBB tahun pajak yang bersangkutan.

Fotokopi bukti pembayaran PBB (SSP/STTS * tahun terakhir.

Surat keterangan yang mendukung bahwa Pemohon bukan Wajib Pajak yang sebenarnya
atas obyek pajak yang tercantum pada SPPT yang bersangkutan.

NP W

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

......................

.........................................

*) Coret yang tidak perlu
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D. FORM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ATAS
KEBERATAN PBB

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudorohusodo No. 57 Pasuruan 67126 Jawa Timur )
Telp. (0343) 429555 Fax. (0343) 431478 e-mail: bapenda@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PASURUAN

NOMOR: 973/ /423.203/....
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari ....... tertanggal
.......... perihal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) atas Objek Pajak (SPPT/SKPD) PBB Nomor
............... Tahun Pajak ....... dan Nota Intern Kepala Bidang
Pelayanan Pajak Daerah Nomor: ....... tertanggal ... perihal
permohonan pengurangan pajak terutang PBB a.n. ........ ,
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan
PBB dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tentang Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA
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9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Mengabulkan sebagian permochonan pengurangan PBB terutang
yang tercantum

a. Wajib Pajak

Nama T e R A R

NPWPD Do

Alamat T s e e A e
b. Objek Pajak

NOP e e e R e e

PBE Terttang ! cossosissimiomo it yariys

Alamat T Ry e

Kelurahan o A AR S A R S BB SR

Kecamatan RN o e O S B S B

Kota R
Sebesar ....% (....... persen) dari PBB yang terutang.

Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB

b. Besarnya pengurangan (...... Y X RD. wsmeesn ) :
c. Jumlah PBB yang terutang setelahpengurangan : Rp.............
(essmsoremmm s sm s am s o e R T TR TS R S ).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal

a.n. WALIKOTA PASURUAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pasuruan

(Pangkat)
(NIP)

Tembusan disampaikan kepada:

Yth.

1
2.

Walikota Pasuruan;
Inspektur Kota Pasuruan;

3. Wajib Pajak yang bersangkutan.

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO AENO PRASETYO



